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Overview Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja 5
di Bidang Pajak Penghasilan

NO MATERI KETENTUAN PP-9 PMK-18 KET
1 Penurunan tarif PPhatas penghasilan bunga obligasi Pasal3 - a. Tarif Pemotongan PPhPasal26 atas penghasilan bunga obligasi
termasuk  premium, diskonto, dan imbalan (termasuk Syariah) yang diterima/diperoleh WPLN selain BUT
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang diturunkan menjadi sebesar10% atau sesuaiP3B

b. Penurunan tarif mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak
berlakunya RPPKemudahan Berusaha

2 Persyaratansubjek pajak orang pribadi - Pasal2 s.d. Memberikan kepastian hukum mengenai:

Pasal6 a. orang pribadi yang merupakan SPDN

b. orang pribadi yang merupakan SPLNtermasuk WNI yang dapat
menjadi SPLN

c. persyaratan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjadi SPLN dan

d. perlakuan PPhbagi WNI SPLN

3 Kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan - Pasal7 s.d. a. Ketentuan pengenaan PPhhanya atas penghasilan yang diterima
pajak penghasilan bagi warga negara asing Pasall3 atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi
SPDN

b. Kriteria keahlian tertentu;
c. Tata cara pengenaan PPhhanya atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA dimaksud pada huruf a.

4 Kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk | Pasal4 angka 2 Pasall4 s.d. | a. Dividen atau PenghasilanLain yang dikecualikan dari Objek PPh

investasi, tata cara pengecualian pengenaan pajak | (PerubahanPP Pasal43 b. Kiriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk Investasi
penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang | 94/2010 Pasal c. Tata cara pengecualian pengenaan PPh atas dividen atau
dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan 2A) penghasilan lain yang dikecualikan dari objek PPh

batasan dividen yang diinvestasikan d. Perubahanbatasandividen yang diinvestasikan

I www.pajak.go.id



Overview Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja 6
di Bidang Pajak Penghasilan

NO MATERI KETENTUAN PP-9 PMK-18 KET
5 Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji - Pasal44 s.d. | a. Pengecualian dari objek PPh atas dana setoran BPIH dan/atau
dan/atau Biaya Penyelenggaraanlbadah Haji Khusus Pasal47 BPIHKhususdan penghasilan lain dari pengembangan keuangan
dan penghasilan dari pengembangan keuangan haiji haji (tidak termasuk DAU);
dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu b. Penghasilan yang diterima BPKH selain dana setoran BPIH
yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dan/atau BPIHKhususdan penghasilan lain dari pengembangan

keuangan haji, serta pengembangan DAU, dikenai pajak
berdasarkanketentuan umum PPh

c. Tata cara pengecualian dari objek PPh atas dana setoran BPIH
dan/atau BPIHKhususdan penghasilan lain dari pengembangan
keuangan haji

d. Ketentuan Pembukuan dan Pembebanan Biaya (penghasilan dan
biaya dihitung secaraproporsional).

6 Sisalebih yang diterima atau diperoleh badan atau - Pasal48s.d | a. Ketentuan pengecualian dari objek PPh atas sisa lebih yang
lembaga sosial dan/atau keagamaan yang Pasal53 diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau
dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan keagamaan;

b. Ketentuan penggunaan sisalebih untuk pembangunan dan/atau
pengadaan sarana dan prasarana dan pengalokasian dalam
bentuk dana abadi;

c. Kewajiban pelaporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk
pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana
dan/atau yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi

I www.pajak.go.id



Penurunan Tarif PPh Atas Penghasilan Bunga Obligasi

POKOK PERUBAHAN Pasal26 ayat (1b)

Tarif PPh Pasal26 sebesar20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib
membayarkan bunga termasuk premium, diskonto , dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.

<20%

dengan PP

POKOK PENGATURAN PR9/2021

A Tarif Pemotongan PPhPasal26 atas penghasilan bunga obligasi (termasuk Syariah) yang '"7
diterima/diperolen WPLN selain BUTditurunkan menjadi sebesar10% atau sesuaiP3B.

A Penurunan tarif mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak berlakunya PP-9/2021 .

A sampai dengan 6 bulan sejak berlakunya PR9/2021 mengikuti ketentuan sebagaimana
diatur dalam PP 16 Tahun 2009 jo PP 55 Tahun 20109.

. Aturan sebelumnya :

' PPhPasal26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh
' Subjek Pajak Luar Negeri dikenakan tarif sebesar 20%.

________________________________________________________________________________________________________________

DASAR HUKUM Pasal3 PR9/2021 ——— www.pajak.go.id



Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi yang Menjadi SPLN

WNI maupun WNA yang:

1.

bertempat tinggal di
Indonesia;

2.

3.

Bermukim di suatu tempat di Indonesia yang:

a. dikuasal/dapat digunakan setiap saat;

b. dimiliki/disewa/tersedia untuk digunakan; dan
c. bukan sebagaitempat persinggahan;

Memiliki pusat kegiatan utama (pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan) di Indonesia;

atau

Menjalankan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan di Indonesia, (@ntara lain hobi, dsb.)

berada di Indonesia lebih
dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan; atau

Jangkawaktu 183 hari ditentukan dengan menghitung lamanya orang pribadi berada di
Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, baik secaraterus menerus atau terputus-putus dengan

bagian dari hari dihitung penuh sebagail hari.

dalam suatu Tahun Pajak
berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di
Indonesia

Dianggap mempunyai niat, dibuktikan dengan dokumen:

1.
2.

3.
4.

KITAP {zin tinggal tetap);

VITAS/ITAS (Visdinggal terbatas/Izin Tinggal terbatas) dengan masaberlaku lebih dari 183

hari disertai kontrak kerja/usaha kegiatan di Indonesia >183 hari;
kontrak kerja/usahd kegiatan di Indonesia >183 hari;

dokumen lain (kontrak sewatempat tinggal >183 hari atau dokumen pemindahan anggota

keluarga)

www.pajak.go.id



Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi 9

Orang Pribadi yang Menjadi SPLN

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;

b. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan;

c. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:

bertempat tinggal di luar Indonesia,;

memiliki pusat kegiatan utama di luar Indonesia,;

memiliki tempat menjalankan kebiasaan di luar Indonesia;
menjadi subjek pajak negara atau yurisdiksi lain; dan/atau
persyaratan tertentu lainnya.

abkhwbhE

www.pajak.go.id
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Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi 10

Pemenuhan persyaratan WNI menjadi SPLN

(bagi WNI yang berada di luar Indonesialebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan)

Persyaratan yang Dipenuhi SecaraBerjenjang

BERTEMPATTINGGAL a. Persyaratan 1 s.d. 3 dipenuhi secara berjenjang , yang mana bertempat

secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan tinggal di LN merupakan persyaratanyang harus dipenuhi.

merupakan tempat persinggahan b. Jika WNI memenuhi bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak lagi
memenuhi bertempat tinggal (bermukim) di Indonesia maka tidak perlu

yang dibuktikan dengan: c. Jika WNI ybs memenuhi pertempat_ tir_lggal di luar negeri sekaligus

V  sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia: bertempat tinggal di Indonesia maka dilanjutkan pada persyaratan angka

V  suami/istri/anak-anak/keluarga tinggal di luar Indonesia; dan/atau

2 (PKU di Luar Indonesia) .
V  menjadi anggota organisasi agama/pendidikan/sosial kemasyarakatan d. Jika WNI memenuhi persyaratan PKU di luar Indonesia dan tidak terdapat
yang diakui pemerintah negara setempat.

PKUdi Indonesia maka tidak perlu dilanjutkan pada persyaratanangka 3.
e. Jika WNI tersebut ternyata memiliki PKU yang terdapat di dalam maupun

3 MEMILIKI TEMPAT MENJALANKAN KEBIASAAN ATAU KEGIATAN di luar Indonesia maka dilanjutkan pada persyaratan angka 3, yaitu
SEHARLHARI DI LUAR INDONESIA tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di LN

Persyaratan ke-4 dan ke -5 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi

4 MENJADI SUBJEKPAJAK NEGARA ATAU YURISDIKSILAIN 5 PERSYARATANTERTENTULAINNYA

Dibuktikan dengan SKD/dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas a. telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh

pajak negara tersebut dengan ketentuan: penghasilan yang diterima atau diperoleh selamaWNI menjadi

a. bahasalnggris; SPDN dan

b. paling sedikit mencantumkan: nama WNI, tanggal terbit, periode berlaku; dan nama b. telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenubhi
sertatanda tangan/yang setaraoleh Pejabat Berwenangdi negara atau yurisdiksi ybs. PersyaratanMenjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan

c. periode SKDberakhir paling lama 6 bulan sebelum pembuktian status subjek pajak oleh DJP

DASAR HUKUM Pasal3 PMK-18/2021 —— www.pajak.go.id



Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi 11

Tata Cara Permohonan Surat Keterangan WNI-SPLN

WNI yang memenuhi persyaratan, mengajukan permohonan kepada DJPdengan melampirkan dokumen yang
dapat membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat
(3), ayat (4), danayat (5) huruf a PMK.

Permohonan diajukan secaraelektronik melalui salurantertentu yang ditetapkan DJP.Dalam hal belum tersedia,
permohonan dapat dilakukan secaratertulis dan disampaikan secaralangsung atau melalui pos/perusahaanjasa
ekspedisijasakurir dengan BPS ke KPPterdaftar.

Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima lengkap, KPPa.n. Dirjen, berdasarkan hasil
penelitian menerbitkan:

a. Surat Keterangan WNI 6 SPLNdalam hal telah memenuhi persyaratan; atau

b. Surat penolakan atas permohonan dalam hal WNI tidak memenuhi persyaratan.

Dalam hal batas waktu terlewati, belum diterbitkan keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPPatas
nama Dirjen Pajakmenerbitkan Surat Keterangan WNI 8 SPLNdalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah batas
waktu terlewati.

DASAR HUKUM Pasal4 PMK-18/2021

Contoh format dokumen permohonan, SuratKeterangan WNI-SPLN, ;

.___dan surat penolakan tercantum dalam Lampiran | PMK18/2021 —_— www.pajak.go.id



Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi

DASAR HUKUM Pasal5 dan 6 PMK-18/2021

12

Saat Mulai / Berakhir Kewajiban Subjektif & Perlakuan PPh

1. WNI yang memenuhi persyaratan sebagai SPLNdiperlakukan sebagaiorang pribadi yang meninggalkan
Indonesia untuk selama -lamanya sebagaimanadimaksud dalam Pasal2A UU PPhdan menjadi SPLN

sejak meninggalkan Indonesia.

2. WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia

dapat menunjukkan niat menjadi SPLN,dapat
mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai
WP NE pada saat akan meninggalkan Indonesia
melalui KPP/KPPMikro /KP2KPkalurantertentu,
dengan melampirkan dokumen pendukung untuk
membuktikan niat tersebut serta telah memenuhi
kewajiban perpajakannya.

3. Dalam hal telah secaranyata berada di luar Indonesia

>183 hari dalam 12 bulan tetap harus mengajukan
permohonan (pemenuhan persyaratantertentu ke-5)

Jikadikemudian hari diketahui secaranyata
tidak memenuhi persyaratansebagai SPLN,
maka:

a. dibatalkan penetapan sebagai WP NE;

b. tetap merupakan SPDN;dan

c. dikenai PPhsebagai SPDN.

PPh Pasal 26 sejak penetapan WP NE sd.
pembatalan NE, dapat dikreditkan dalam
menghitung PPh terutang untuk Tahun
Pajakyang bersangkutan

PenghasilanWNI yang menjadi SPLNdan WNI yang ditetapkan sebagai WP NEkarena dapat

menunjukkan niat menjadi SPLNdikenai PPhsesuaiPasal26 UU PPhatas penghasilan yang bersumber
dari Indonesia. Ataspenghasilan dari luar Indonesia tidak dikenai pajak di Indonesia.

www.pajak.go.id



Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi 13

llustrasi

WNI Saatmeninggalkan Indonesia
| |

Setelah> 183 hari dalam 12 bulan

Pemenuhan persyaratan secara berjenjang untuk menentukan status subjek pajak

oleh WNI, berdasarkan hierarki sbb:

1. Bertempat tinggal di luar Indonesia, dalam hal belum dapat ditentukan karena
masih memenuhi syarat bertempat tinggal di Indonesia dan di luar negeri,

Tie Breaker Rules dilanjutkan ke persyaratan berikutnya;

2. Pusat kegiatan utama di luar Indonesia, dalam hal masih belum dapat 0 S P Lsd&jak
ditentukan, dilanjutkan ke pemenuhan persyaratan berikutnya; meningg alkan

3. Memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Negara Indonesia
lain

SKDdari otoritas pajak Negara/Yurisdiksilain; dan

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan WNI - SPLN
beserta kelengkapannya.

Persyaratan Administratif

yang harus dipenubhi

I www.pajak.go.id



Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi

llustrasi WNI yang memiliki niat untuk menjadi SPLN

WNI Saatmeninggalkan Indonesia

WNI dapat membuktikan niat
menjadi SPLN dengan mendapat
kontrak bekerja selama>183 hari,
serta menunjukkan akan ber-
tempat tinggal di Luar negeri, dan
tidak lagi bertempat tinggal di
Indonesia.

Sebelum meninggalkan Indonesia WNI tersebut:

1. Menyampaikan SPTTahunan PPhserta
menyelesaikan kewajiban SPT yangtelah menjadi
kewajibannya,

2. Melunasi utang pajaknya.

3. Mengajukan permohonan untuk ditetapkan
sebagai WP NE

|

Saatmeninggalkan Indonesia

Sejaksaat meninggalkan Indonesia,
PengenaanPPhdiperlakukan
sebagai SPLN

Dalam hal dikemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan

sebagai SPLN atau tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan permohonan

tersebut maka :

a. dibatalkan penetapan WP NE;

b. tetap merupakan SPDN dan

c. dikenai PPh sebagai SPDN, termasuk Tahun PajakBag. Tahun Pajak
penetapan WP NE.

|

Tetap harus mengajukan permohonan
menjadi SPLN, melampirkan SKD dari
otoritas pajak Negara lain beserta
kelengkapan lainnya (Lihat persyaratan

WNI menjadi SPLN.

14
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Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan

Pajak Penghasilan Bagi WNA

Ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN

DASAR HUKUM Pasal7 dan 9 PMK-18/2021

Warga Negara Asing yang telah menjadi SPDN, dikenai PPHanya atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh dari Indonesia , dengan syarat:

a. memiliki keahlian tertentu , dan

b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN

Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia,
berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang dibayarkan di luar Indonesia

Ketentuan di atastidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan P3B Indonesia
dengan mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.

Jangka Waktu 4 (empat) Tahun Pajak dihitung sejak WNA pertama kali menjadSPDN
Indonesia.

Dalam hal pada jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak WNA meninggalkan Indonesia,
batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak WNA pertama kali menjadi
subjek pajak dalam negeri.

www.pajak.go.id



Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan
Pajak Penghasilan Bagi WNA

Kriteria keahlian tertentu

@ WNA dengan keahlian tertentu meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos
jabatan tertentu dan peneliti asing, yang wajib memenuhi persyaratan mengenai:
a. penggunaan TKA yang ditetapkan Menaker; atau
b. peneliti asing yang ditetapkan Menristek/Kepala BRIN

o Kriteria Keahlian Tertentu , meliputi:

a. Berkewarganegaraan asing
b. Memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika,

yang dibuktikan dengan:
1) sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh

pemerintah Indonesia atau pemerintah asal tenaga kerja asing;

2) ijazah pendidikan; dan/atau
3) pengalaman kerja sekurangkurangnya 5 (lima) tahun
di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuaidengan bidang keahlian tersebut; dan

c. kewajiban alih pengetahuan.

DASAR HUKUM Pasal8 PMK-18/2021

___________________________________________________________________________________
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Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan
Pajak Penghasilan Bagi WNA

17

Tata cara pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA

0]

WNA yang memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia harus mengajukan

permohonan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal saluran tertentu belim
tersedia, permohonan diajukan tertulis secara:

0 Langsung; atau

o melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
ke tempat Wajib Pajakterdaftar

Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan,dan menerbitkan:
0 surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPhhanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia; atau

0 surat penolakan atas permohonan pengenaan PPhhanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia,
dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

WNA dengan keahlian tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat dikenai
PPhhanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang:
0 jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajakbelum terlampaui; dan

0 mengajukan permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasalll ayat (1).

Dalam hal permohonan disetujui, pengenaan PPhdihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja sampai dengan berakhirnya jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak

DASAR HUKUM Pasall0, 11, dan 13 PMK18/2021

1
1
1
1
|

Bentuk dokumen permohonan, surat persetujuan dan surat penolakan

____________________________________________________________________

tercantum dalam Lampiran Il dan IV PMK -18/2021

www.pajak.go.id



Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan 18
Pajak Penghasilan Bagi WNA

llustrasi - 1

A Mr. MS merupakan seorang dosen biofisika asal Amerika Serikat Pada tanggal 02 Januari 2021, Mr. MS datang ke
Indonesia dan mengajar selama 6 bulan di salah satu sekolah menengah atas (SMA) internasional di Indonesia dalam
rangka membantu persiapan lomba olimpiade fisika internasional. Padatanggal 01 Juli 2021, Mr. MS menandatangani
kontrak menjadi dosen biofisika di Universitas ABCdi Indonesia selama4 (empat) tahun.

A Mr. MS telah berniat untuk tinggal dan bekerja di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Mr. MS mendaftarkan diri
menjadi Wajib Pajakdi KPPyang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 02 Januari2021.

A Untuk tahun pajak 2021, Mr. MS memperoleh penghasilan dari 3 (tiga) sumber penghasilan, yaitu:
a. penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai guru fisika di SMA internasional (kode ISCO/KBJ12320), yang tidak
termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
b. penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai dosen biofisika (kode ISCO/KB3I 2310) di Universitas ABC, yang
termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
c. penghasilan bunga obligasi perusahaanswastadari Malaysia

__________________________________________________________
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Pajak Penghasilan Bagi WNA

llustrasi - 1

A

Terhitung sejak 01 Juli 2021, Mr. MS telah memenuhi kriteria sebagai Warga Negara Asing dengan keahlian tertentu
yang dapat dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat
memanfaatkan fasilitas tersebut, Mr. MS diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasalll Peraturan Menteri ini.

Apabila permohonan ini disetujui oleh KPPtempat Mr. MS terdaftar, maka Mr. MS dapat dikenai pajak penghasilan
hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia terhitung sejak 02 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember
2024. Atas penghasilan bunga obligasi dari Malaysia, Mr. MS tidak dapat memanfaatkan P3B Indonesia dan Malaysia
sejak diterbitkannya surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari Indonesia. Apabila Mr. MS memanfaatkan P3B atas penghasilan bunga tersebut di tahun 2021, Mr. MS
dikenai PPhatas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan luar Indonesia untuk Tahun Pajak2021.

Apabila permohonan Mr. MS tidak disetujui, maka Mr. MS dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang
bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia.

I www.pajak.go.id
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Pajak Penghasilan Bagi WNA

llustrasi - 1
PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia Worldwide
Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat Income
A A~ e A e A
Y / U/ U/ U/ U/
2 Jan 21 ’ 1 Jan22 1 Jan23 1 Jan24 31 Des24
] 1 Jul 21
KEDATANGAN | i
PERTAMA i Dalam hal permohonan Mr. MS disetujui, maka sejak kedatangan pertama kali
: 2 Jan 2021 s.d. 31 Des 2024, Mr. M&anya dikenai PPh hanya atas penghasilan
PERMOHONAN yang diterima atau diperoleh dari Indonesia

\ 4

Atas penghasilan bunga obligasi dari Malaysia,Mr. MS tidak dapat
memanfaatkan P3B Indonesia dan Malaysia sejak diterbitkannya surat
persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh dari Indonesia.
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Pajak Penghasilan Bagi WNA

llustrasi - 2

A Mr. AB merupakan warga negara Jepang Padatanggal 02 Januari2018, Mr. AB menandatangani kontrak kerja selama
1 (satu) tahun dengan perusahaan konstruksi PT DEF di Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai manajer
pengembangan bisnis (kode ISCO/KB3I1223). Mr. AB telah terdaftar di KPPyang wilayah kerjanya meliputi lokasi
tempat tinggalnya pada tanggal 02 Januari2018. Setelah kontrak berakhir, Mr. AB kembali ke Jepang dan menetap di
sana

A Mr. AB kembali ke Indonesia setelah menandatangani kontrak kerja yang baru dengan PT. DEFuntuk jabatan yang
baru yaitu kepala proyek ahli teknik lapangan (kode ISCO/KBlI2142) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak 01 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2023.

A Untuk contoh di atas, Mr. AB memperoleh penghasilan dari 2 (dua) sumber penghasilan, yaitu:
a. penghasilan sebagai manajer pengembangan bisnis PT DEF(kode ISCO/KB111223), tidak termasuk dalam pos
jabatan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
b. penghasilan sebagai kepala proyek ahli teknik lapangan PT DEF (kode ISCO/KB1I2142), yang termasuk dalam
pos jabatan tertentu sebagaimanadimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

- e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e,
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Pajak Penghasilan Bagi WNA

llustrasi - 2

A Terhitung sejak 01 April 2020, Mr. AB telah memenuhi kriteria sebagai Warga Negara Asing dengan keahlian tertentu
yang dapat dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat
memanfaatkan fasilitas tersebut, Mr. AB diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasalll Peraturan Menteri ini. Apabila permohonan ini disetujui oleh KPPtempat Mr. AB terdaftar, maka Mr. AB:

a.

untuk Tahun Pajak2020:

1) periode 01 April sd. 01 November 2020, dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari
Indonesia dan dari luar Indonesig;

2) periode 02 November sd. 31 Desember 2020, dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang
bersumber dari Indonesia;

Tahun Pajak 2021: 01 Januari sd. 31 Desember 2021 dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang

bersumber dari Indonesia;

Tahun Pajak 2022: 01 Januaris.d. 31 Desember 2022 dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima

atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Hal ini karena jangka waktu 4

(empat) tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung sejak Tahun Pajak 2018 sampai

dengan Tahun Pajak 2021,

Tahun Pajak 2023: 01 Januaris.d. 31 Maret 2023 dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

22
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Pajak Penghasilan Bagi WNA

Tahun Pertama

Worldwide Income

llustrasi - 1

23

Territorial

Income Worldwide

Tahun Keempat [ERAESULE

Tahun Kedua Tahun Ketiba

oI

Oeree

Y

2 Jan 18 1Jan19 1Jan®D | i 1Jan 2L 31 Des21
i i i i
i i 1 Apr20 2 Nov 20
1
[ ! i .
KEDATANGAN KEMBALI KE TANDA TANGAN i Perhitungan Jangka Waktu 4 (empat)
PERTAMA JEPANG KONTRAK BARU DI | ! Tahun Pajaktetap dihitung sejak
INDONESIA i kedatangan pertama kali tanggal

UU CIPTA KERJA
BERLAKU

PERMOHONAN

2 Januari 2018
Pemberlakuanterritorial income
sejak UU Cipta Kerja berlaku
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Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

4 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

Dividen dari Dalam Negeri

A WP OP - Syaratdiinvestasikan di wilayah NKRIdalam jangka waktu tertentu
A WP badan - Tanpasyarat

Dividen dari Luar Negeri

A Bursa - Dikecualikan sebesarDividen yang diinvestasikan di wilayah NKRIdalam jangka waktu tertentu
A Non bursa - Diinvestasikanpaling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKPPasal18 ayat (2) UU PPh

Penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri

A Diinvestasikandi wilayah NKRIdalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak

Penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT

A Diinvestasikandi wilayah NKRIdalam jangka waktu tertentu
A Penghasilanberasal dari usahaaktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaanyang dimiliki di luar nege
A Merupakan penghasilan yang berasaldari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usahadi luar NEege iy

DASAR HUKUM Pasal14 dan 25 PMk18/2021
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Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

DIVIDEN DARI
DALAM NEGERI

DITERIMA WP ORANG PRIBADI DITERIMA WP BADAN
V Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat dividen yang V  Dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat.
diterima/diperoleh harus diinvestasikan di wilayah NKRIdalam jangka V  Pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan
wakiu tertentu . berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai dengan
V' Pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Eerdasarkan RUPS atau pdembagla(ljn dividen interim - sesuai dengan V Tata cara pengecualian : melaporkan dividen yang berasal dari dalam
etentuan peraturan perundang-undangan. negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak

V  Jikadiinvestasikan kurang dari dividen yang diterima/diperoleh:
a. Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh
b. Selisih dari dividen yang diterima/diperoleh dikurangi dengan
dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

V  Tata cara pengecualian: melaporkan dividen yang berasal dari
dalam negeri dalam SPTTahunan PPhsebagai penghasilan yang tidak
termasuk objek pajak.

V  Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB

termasuk objek pajak.
V Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB

DASAR HUKUM Pasall5 dan 16 PMk18/2021
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Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

DIVIDEN DARI
LUAR NEGERI

SAHAM DI BURSA EFEK SAHAM TIDAK DI BURSA EFEK

V  Dikecualikan dari objek PPh sebesar Dividen yang diterima atau V  Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau
diperoleh diinvestasikan di wilayah NKRIdalam jangka waktu tertentu . digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI

V Dalam hal Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit 30% dari Laba Setelah

negeri yang sahamnyadiperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Pajak atau sebelum diterbikan SKPPasal 18 ayat (2) UU PPh.

wilayah NKRI kurang dari Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib V Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang
Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek merupakan Dividen
yang berasal dari Laba Setelah Pajak mulai Tahun Pajak 2020, yang

Vv lisih dari Divi ter ¢ . leh Waiib Paiak dik .
Selisindari Dividen yang diterima atau diperole ajib Pajakdikurangi diterima_atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020.

dengan Dividen yang diinvestasikan dikenai PPh sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan V Tata cara pengecualian : melaporkan dividen yang berasal dari luar
negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak

V Tata cara pengecualian : melaporkan dividen yang berasal dari luar . )
peng P yang termasuk objek pajak.

negeri dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak
termasuk objek pajak.

DASAR HUKUM Pasall7 s.d. 21 PMK18/2021
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Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

27

Dividen dari luar negeri berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek

V Jikadividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikankurang dari 30% dari Laba Setelah Pajak:
a. dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh
b. selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPhberdasarkan Pasal
17 UU PPh
c. sisalaba Setelah Pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dan atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
dikenai PPh
V Jikadividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikanlebih dari 30% dari Laba Setelah Pajak:
a. dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh
b. sisalabaSetelahPajakdikurangi dengan dividen yang diinvestasikantidak dikenai PPh

Dasar Hukum Pasal22 dan 23 PMk 18

Keterangan :

V Dividen yang dikecualikan dari objek PPhmerupakan Dividen yang dibagikan berdasarkan
a. rapat umum pemegang saham; atau
b. Dividen interim sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
V Rapatumum pemegang sahamatau Dividen interim termasuk rapat sejenisdan mekanisme pembagian Dividen sejenis

DASAR HUKUM Pasal4 angka 2 PR 94/2010 stdtd PP-9/2021, Pasal24 PMK-18/2021
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Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri

'V Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usahai

lainnya di wilayah NKRIdalam jangka waktu tertentu, paling sedikit 30% dari Laba Setelah Pajak.

V Tata cara pengecualian : melaporkan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar dalam SPT Tahunan PPh sebagaii

1
L

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|V Jikadiinvestasikankurang dari 30% dari Laba Setelah Pajak:

a. penghasilan setelah pajak dari BUTdi luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh i
b. selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar |
negeri yang diinvestasikan, dikenai PPhberdasarkan Pasall7 UU PPh
c. sisalaba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan dan |
atas selisih sebagaimanadimaksud pada huruf b, tidak dikenai PPh i

V Jikadiinvestasikanlebih dari 30% dari Laba Setelah Pajak:

a. penghasilan setelah pajak dari BUTdi luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh i
b. sisalaba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan tidak |

dikenai PPh

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT

V Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.
i V. Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri;
' V. Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.
i V Penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. .
V Tata cara pengecualian : melaporkan penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT dalam SPT Tahunan PPh sebagal

penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

V Jika diinvestasikan kurang dari penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima/diperoleh:
a. penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diinvestasikan, dikecualikan dari pengenaan PPh.
b. selisih dari penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima/diperoleh dikurangi dengan penghasnan
dari luar negeri tidak melalui BUT yang diinvestasikan, dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh. |

DASAR HUKUM Pasal29 dan 30 PMK18/2021
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Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Bentuk Investasi

W N

© N Ok

©

10.
11.

12.

SBN RI dan SBSN R,
Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK;

Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang
perdagangannya diawasi oleh OJK;

investasi keuangan pada bank persepsitermasuk bank syariah;

obligasi atau sukuk perusahaanswastayang perdagangannya diawasioleh OJK;
investasiinfrastruktur melalui kerja samapemerintah dengan badan usaha;
investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;

penyertaan modal pada perusahaanyang baru didirikan dan berkedudukan di
Indonesia sebagai pemegang saham;

penyertaan modal pada perusahaanyang sudah didirikan dan berkedudukan di
Indonesia sebagai pemegang saham;

kerja samadengan lembaga pengelola investasi (LPI);

penggunaan untuk mendukung kegiatan usahalainnya dalam bentuk penyaluran
pinjaman bagi usahamikro dan kecil di dalam NKRI; dan/atau

bentuk investasilainnya yang sah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Jangka waktu investasi dan laporan realisasi investasi

Batas Waktu Investasi Jangka Waktu Holding Investasi

a. akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajakorang pribadi; atau V paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak

b. akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajakbadan Tahun Pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau

setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperoleh,

diperoleh dividen atau penghasilan lain. V investasi tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk
investasi sesuaiketentuan.

Laporan Realisasi Investasi

V Wajib Pajak yang mendapatkan pengecualian objek PPh harus menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui
salurantertentu yang ditetapkan oleh DJPkecuali Wajib Pajakbadan yang menerima Dividen dari dalam negeri (tanpa syarat)
V  Wajib Pajakharus menyampaikan laporan:
a. secaraberkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak OP atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan
setelah Tahun Pajakberakhir;
b. disampaikan sampaidengan tahun ketiga sejak Tahun Pajakditerima atau diperoleh dividen atau PenghasilanLain.

DASAR HUKUM Pasal36 dan 41 PMk18/2021
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Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

Tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari
objek pajak
+ 1. Pengecualiandari objek PPhatas:
! a. Dividen yang berasaldari dalam negeri yang diterima atau diperoleh WP OPatau Badandalam negeri;
b. Dividen yang berasaldari luar negeri; atau
c. penghasilanlain yang berasaldari luar negeri,
dilaksanakandengan melaporkan dividen atau penghasilan lain tersebut dalam SPTTahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk
objek pajak.

2. Dividen yang berasaldari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPhtidak dilakukan pemotongan PPhtanpa SKB.

.V Jikatidak memenubhi kriteria bentuk investasi tata cara, dan jangka waktu investasi, terutang PPh saat dividen atau penghasilan lain
! diterima atau diperoleh . ;
'V PPhyang terutang atas dividen yang berasal dari dalam negeri, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri !
: dengan tarif sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
'V PPhdisetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajakdividen diterima atau diperoleh.

'V Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh yang terutang dan telah mendapat validasi dengan nomor transakS|
| penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPTMasa PPh sesuaidengan tanggal validasi.

DASAR HUKUM Pasal4 angka 2 PP-94 stdtd PP-9 dan Pasal37 s.d. 40 PMK18/2021

I www.pajak.go.id



Kriteria , Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan
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Contoh

V Tuan A memiliki 100% saham PT XYZ. Pada tahun 2019, PT XYZ membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp100
juta. Pada tanggal 3 November 2020 PT X membagikan dividen 30% dari Laba Setelah Pajak. Dividen sebesar Rp30
juta diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021. Atas dividen yang diterima
Tuan A sebesar Rp30 juta dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Ketentuan penyampaian laporan investasi
Tuan A sebagai berikut:

a. Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia pada akhir bulan Maret tahun 2021.
b. Jangka waktu investasi Tuan A paling singkat selama 3 tahun pajak, dimulai sejak tanggal
3 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
c. Tuan A menyampaikan laporan realisasi investasi untuk periode:
1) pertama, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2021 (periode 3 November 2020 s.d.
31 Desember 2020);
2) kedua, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2022 (periode 1 Januari 2021 s.d.
31 Desember 2021);
3) ketiga, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2023 (periode 1 Januari 2022 s.d.
31 Desember 2022).

I WWWpa.JakgOId



Kriteria , Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari
Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

34

Ketentuan Peralihan

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikecualikan dari objek PPhsebagaimanadimaksud dalam Pasall5 yang

telah dilakukan pemotongan PPh,dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang
seharusnyatidak terutang.

DASAR HUKUM  Pasal109 ayat (1) PMK-18/2021

Ketentuan Penutup

Padasaat PMK-18/PMK.03/2021 mulai berlaku:

a. PMK-111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;

b. PMK-107/PMK.03/2017 st.d.d PMK-93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak

Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual
SahamnyaDi BursaEfek; dan

c. PMK-192/PMK.03/2018 tentang PelaksanaanPengkreditan Pajak atas Penghasilandari Luar Negeri,
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PMK-18/PMK.03/2021

DASAR HUKUM Pasall117 PMk18/2021

www.pajak.go.id



Dana Setoran BPIH Dan/ Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari -
Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan
Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

> #BPKH Ketentuan Terkait
A UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

) Badan Pengelola Keuangan Haji
A UU 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
A PP5 Tahun 2018 tentang PelaksanaanUU 34/2014

Pengertian BPKH

Badan Pengelola KeuanganHaji (BPKH)adalah lembaga
yang melakukan pengelolaan keuangan haji sesuali
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pengelolaan keuangan haji

UINEN

www.pajak.go.id



Dana Setoran BPIH Dan/ Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari -
Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan

Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

Penerimaan BPKH

' a. setoran BPIHdan/atau BPIHKhusus

' b. nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilandari pengembangankeuangan haji;
c. dana efisiensipenyelenggaraanibadah haiji;

' d. dana abadi umat; dan/atau

e. sumberlain yang sah dan tidak mengikat

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus (huruf a), dan penghasilan
dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen
keuangan tertentu (huruf b), yang diterima BPKH, dikecualikan dari

objek Pajak Penghasilan

DASAR HUKUM Pasal44 dan 45 ayat (1) PMk 18/2021 ——— www.pajak.go.id



Dana Setoran BPIH Dan/ Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari
Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan
Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

3

Penghasilan dikecualikan dari objek PPh

{ ________________________________________________________ N\
| Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus ;
\ ________________________________________________________ /

.’ Penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen ! e -

Dikecualian Dari
Potput PPh

Atas penghasilan huruf a,
b, ¢, d, dan pembelian
emas batangan atau
rekening emas (huruf e)

a. imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang
melaksanakankegiatan usahaberdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariahyang diterbitkan BI.

b. imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara
Syariah, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia;

c. Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah
pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu
bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di LN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan di bidang PPh;

d. bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK)
yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, KIK efek beragun aset, KIK dana investasi real estat,
KIK dana investasi infrastruktur, dan/atau KIK berdasarkan prinsip syariah sejenis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang -undangan di bidang PPh; dan/atau Tidak dilakukan

e. penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan Potput PPho
syariah ' '

. e ————

Menggunakan
oSurat Keterangan

Tidak termasuk penghasilan dari pengembangan dana abadi umat

———————————————————————————————————————————————————————————————

(
! Contoh permohonan dan surat keterangan tercantum dalam
Pasal45 PMK-18/2021 !
DASAR HUKUM : Lampiran IX dan X PMK -18/2021

v

\ keuangan tertentu , berupa: I / Y



Dana Setoran BPIH Dan/ Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari
Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan
Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

38

Penghasilan yang diterima BPKH selain:

I Penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang pajaknya disetor sendiri |
| oleh BPKH |

DIKENAI Pajak berdasarkan UU PPh

Ketentuan terkait dana abadi umat:

V Dalam hal penghasilan dari pengembangan dana abadi umat dikenai PPh bersifat
final yang tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh BPKH
menyetor sendiri PPhyang terutang .

V penyetoran sendiri dilakukan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa
Pajakditerima atau diperolehnya penghasilan.

DASAR HUKUM Pasal45 ayat (11) s.d.ayat (15) PMk18/2021
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Dana Setoran BPIH Dan/ Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari
Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan

Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

Ketentuan Pembukuan

BPKHharus menyelenggarakan pembukuan secaraterpisah untuk:
a. memiliki usahayang penghasilannyadikenai PPhyang bersifat final dan tidak final atau
b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak

Ketentuan Pembebanan Biaya

A Biaya terkait dengan penghasilan yang:
a. dikecualikan dari objek PPh dan/atau
b. telah dikenai PPhyang bersifat final,
tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

A Biaya bersama terkait dengan:
V penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh
V penghasilan dari pengembangan DAU yang pajaknya disetor sendiri oleh BPKH dan
V Penghasilanyang dikenai PPh(final dan non final).
yang tidak dapat dipisahkan, pembebanannya dialokasikan secara proporsional

DASAR HUKUM Pasal46 PMK-18/2021

39
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Dana Setoran BPIH Dan/ Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari
Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan

40

Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penghasilan yang dikecualikan dari Objek PPh berlaku sejak tanggal diundangkannya UU 11
Thn 2020 tentang Cipta Kerja
(2 Nov 2020);

Atas penghasilan yang dikecualikan dari Objek PPh yang telah dikenai pemotongan dan/atau
pemungutan PPh yang bersifat final sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, BPKH dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak
terutang;

Tata cara permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang dilaksanakan berdasarkan
PMK mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang. (PMK 187/PMK.03/2015)

DASAR HUKUM Pasal47 PMK-18/2021
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SisalLebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial 41
dan/ atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Badan/Lembaga Keagamaan

badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau
menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan

Badan/Lembaga Sosial

badan atau lembaga kesejahteraansosial yang berbadan hukum sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan
di bidang kesejahteraansosial yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan:

a.

b.
C.
d

AN ()]

pemeliharaan kesehatanyang tidak dipungut biaya;
pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo;
pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat,

santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan kemiskinan, keterpencilan, ketunaan sosial
dan penyimpangan perilaku, tindak kekerasan dan sejenisnyg

pemberian beasiswg dan/atau
pelestarian lingkungan hidup.

DASAR HUKUM Pasal48 PMK-18/2021
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SisalLebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial 42
dan/ atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

SISA LEBIH

Sisalebih merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang:
diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final :
dan/atau bukan objek PPh dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, & '
memelihara penghasilan tersebut |

Biaya untuk mendapatkan, menagih, & memelihara penghasilan, termasuk:

a. bantuan, sumbangan, atau harta hibahan (sepanjang tidak ada hubungan istimewa*
dengan pihak penerima);

b. biaya operasional penyelenggaraan kegiatan sosial dan/atau keagamaan dan/atau

c. biaya pengadaan barang dan/atau jasayang digunakan untuk mendukung operasional
penyelenggaraan kegiatan sosial atau keagamaan

*) Tidak termasuk hubungan istimewa berupa hubungan kepemilikan dan penguasaan apabila pemberi & penerima
DASAR HUKUM Pasal48 PMK18/2021 bantuan, sumbangan, atau harta hibahan merupakan merupakan badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan



SisalLebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial 43
dan/ atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Sisa Lebih

Sisalebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan, dikecualikan sebagai objek PPh
apabila sebesarjumlah sisalebih digunakan untuk:

a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana & prasarana kegiatan sosial dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sisa lebih;

b. dialokasikan dalam bentuk dana abadi dalam hal terdapat sisa atas penggunaan sisa lebih untuk pembangunan
dan/atau pengadaan saranaé& prasarana; dan

c. dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejaksisalebih diterima atau diperoleh.
Sarana & Prasarana

SARANA
A Saranakegiatan sosial dan/atau keagamaan

PRASARANA

yang berada di dalam wilayah NKRI

Sarana dan prasarana kegiatan sosial dan/atau keagamaan

Gedung yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
Tanah dapat disusutkan/diamortisasi sesuai dengan ketentuan
Kantor

peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan

Rumabh ibadah
Fasilitas umum

T I I D D

DASAR HUKUM Pasal48 dan Pasal49 PMK-18/2021



SisalLebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial 44
dan/ atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program  sosial atau
Dana Abadi keagamaan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentukDana Abadi dengan syarat terdapat
pengaturan terkait dana abadi di instansi terkait dan disetujui oleh:

v pimpinan badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan; dan

pejabat instansi pemerintah terkait

Dana Abadi dapat dikembangkan berdasarkan praktik bisnis yang sehat & risiko yang terkelola,
dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik & sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Hasil pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud diatas:

a. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang
perpajakan; dan

b. dapat digunakan untuk kegiatan operasional terutama untuk pengadaan sarana &
prasarana kegiatan sosial atau keagamaan

Dalam hal penggunaan Dana Abadi dimaksudtidak sesuai ketentuan , atas Dana Abadi tersebut
menjadi objek PPh pada Tahun Pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal.

DASAR HUKUM Pasal49 dan Pasal52 PMK-18/2021
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SisalLebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial 45
dan/ atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Alokasi Untuk Fasum dan Badan/Lembaga Lain Laporan Jumlah SisaLlebih

V  Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau V Badan atau lembaga sosial atau keagamaan harus membuat
pengadaan sarana & prasarana dapat: laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan
A dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum; atau dan/atau pengadaan sarana & prasarana

A diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan/atau
keagamaan lain
sepanjang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

V Laporan jumlah sisa lebih disampaikan kepada Kepala KPP tempat
Wajib Pajak terdaftar setiap tahun sebagai lampiran SPT Tahunan

Indonesia PPh
V  Penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud di atas tidak V Selain laporan, Badan/Lembaga harus membuat catatan
dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan
atau lembaga sosial atau keagamaan pemberi bukti pendukung

SisalLebih Sebagai Objek PPh

V Jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana & prasarana dalam jangka waktu 4 tahun
diakui sebagai objek Pajak Penghasilan pada akhir Tahun Pajak setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir

V Jumlah sisa lebih dimaksud wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak diakuinya sisa lebih
tersebut sebagai koreksi fiskal

————————————————————————————————————————————————————————————

:' Contoh pelaporan dan penghitungan tercantum dalam
: Lampiran Xl dan Xl PMK-18/2021 !

DASAR HUKUM Pasal49 s.d.Pasal51 PMK-18/2021
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MATERI KETENTUAN

Overview Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja
di Bidang PPN

47

Ruang lingkup pengalihan BKP untuk tujuan setoran Pasal5A - Memberikan relaksasi ruang lingkup inbreng yang bukan merupakan
modal (inbreng) bukan merupakan penyerahan yang penyerahan yang terutang PPN meliputi pengalihan BKPuntuk tujuan setoran
terutang PPN modal kepada badan sebagaimanadimaksud dalam UU PPN
a. Kriteria PKP yang belum melakukan penyerahan BKP | Pasall6 Pasal54s.d. | 1. Menghapus ketentuan Pasall6 PPNomor 1 Tahun 2021.

dan/atau JKPdan/atau ekspor BKPdan/atau JKP Pasal6l 2. Ketentuan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan bagi PKPyang belum
b. Sektor usaha tertentu yang diberikan jangka waktu. melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau

pengkreditan PajakMasukan lebih dari 3 (tiga) tahun JKPdiatur dalam Pasal54 s.d. Pasal61 PMK-18.
c. Tatacarapembayaran kembali PajakMasukan .
Tata cara pengkreditan Pajak Masukan atas - Pasal65 s.d. | Pajak Masukan atas perolehan/impor sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai
perolehan/impor sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pasal66 PKP dapat dikreditkan oleh PKP sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang
PKPR seharusnyadipungut .
Tata cara pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Masukan - Pasal67 Pajak Masukan yang ditemukan dan/atau diberitahukan saat pemeriksaan
yang ditemukan dan/atau diberitahukan saat pemeriksaan. dapat dikreditkan oleh PKPsepanjang belum disampaikan SPHR
Tata cara pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan, - Pasal68 Pajak Masukan atas perolehan, impor, serta pemanfaatan yang ditagih dengan
impor, serta pemanfaatan yang ditagih dengan ketetapan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar pokok pajak yang
pajak. tercantum dalam ketetapan pajak.
Saat terutang PPN, saat penyerahan BKP/JKP, saat | Pasall7, Pasal69s.d. | 1. Saatterutang PPN, saat penyerahan BKP/JKP saat penyerahan BKP secara
penyerahan BKP secara konsinyasi, saat penyerahan atas | Pasall7A Pasal78 konsinyasi, serta saat penyerahan atas pengalihan BKPuntuk tujuan setoran
pengalihan BKPuntuk tujuan setoran modal (inbreng) yang Pasall9, modal (inbreng) yang tidak memenuhi syarat, diatur dalam Pasal17 dan
tidak memenuhi syarat serta saat dan tata cara | Pasall9A Pasall7A PPR-9.
pembuatan Faktur Pajak 2. Saatdan tata cara pembuatan Faktur Pajak diatur dalam Pasall9 dan Pasal

19A PP-9 serta Pasal69 s.d. 78 PMK-18.

PKP pedagang eceran yang dapat membuat Faktur Pajak | Pasal20 Pasal79s.d. | 1. PKPyang melakukan penyerahan kepada konsumen akhir termasuk yang
atas penyerahan BKP/JKPsecara eceran kepada pembeli Pasal82 dilakukan melalui PMSEmerupakan PKPpedagang eceran.
dengan karakteristik konsumen akhir. 2. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak untuk penyerahan secaraeceran diatur

dalam Pasal79 s.d. Pasal82 PMK-18.

www.pajak.go.id



Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan

Penyerahan

48

Kriteria PM yang Dapat Dikreditkan Bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan

A perolehan Barang Kena Pajak ;
A perolehan JasaKena Pajak

A Impor Barang Kena Pajak

A pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabeandi dalam Daerah Pabean
pemanfaatan JasaKena Pajak
dari luar Daerah Pabeandi dalam
Daerah Pabean

o

Pajak Masukan Menjadi Tidak Dapat
Dikreditkan

DASAR HUKUM Pasal54 dan Pasal55 ayat (1) PMK 18/2021

Pengkreditan PM dilakukan sesuai dengan
ketentuan pengkreditan PM sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan
perundang -undangan di bidang perpajakan

atas kelebinan PM dapat diajukan
permohonan pengembalian pada akhir
tahun buku

PKP Belum Melakukan Penyerahan dalam jangka
waktu tertentu

PKP Belum Melakukan Penyerahan dan melakukan

— pembubaran usaha, melakukan pencabutan PKPatau

dilakukan pencabutan PKP secara jabatan

www.pajak.go.id



Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan 49

Penyerahan

Kriteria PKP Belum Melakukan Penyerahan

1

PKP yang kegiatan usaha utamanya Perdagangan , apabila dalam
jangka waktu tertentu tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP
dan/atau ekspor BKP

Termasuk Dalam Kriteria Belum
Melakukan Penyerahan

v

/

PKP melakukan kegiatan pemakaian sendiri
dan/atau pemberian _cuma-cuma BKP
dan/atau JKP

PKP yang kegiatan usaha utamanya Jasa, apabila dalam jangka waktu
tertentu tidak melakukan kegiatan penyerahan JKP dan/atau ekspor
JKP

/

PKP melakukan kegiatan penyerahan dari
pusat ke cabang atau sebaliknyadan/atau
penyerahan antar cabang

PKP yang kegiatan usaha utamanya Menghasilkan BKP, apabila dalam
jangka waktu tertentu tidak  melakukan kegiatan penyerahan BKP
dan/atau ekspor BKP yang dihasilkan sendiri

-

berupa aktiva yang menurut tujuan semula
tidak untuk diperjualbelikan

DASAR HUKUM Pasal55 ayat (2) dan ayat (3) PMK-18/2021

/PKP melakukan kegiatan penyerahan BKP

dan/ atau JKP yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha
utama

PKP melakukan kegiatan penyerahan BKP J

www.pajak.go.id
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Penyerahan

Jangka Waktu Pengkreditan PM Sebelum Penyerahan

3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak
E pengkreditan pertama kali PM
R R R : sektor usaha yang Menghasilkan BKP,
: ditetapkan sampaidengan 5 (lima) tahun :
E ditetapkan |ebih dari 3 (tiga) tahun Sejak ; EE NSNS NN SN S SN NN NN NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
. Masa Pajak pengkreditan pertama ali M : .......................................................... :
i bagi Pengusaha Kena Pajakdalam sektor : sektor usaha yang termasuk dalam Proyek :
= usaha tertentu : Strategis  Nasional yang  mendapatkan :

: penugasan pemerintah , ditetapkan sampai:
: dengan 6 (enam) tahun :

DASAR HUKUM Pasal56 PMK-18/2021
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Penyerahan

Perlakuan PM Bagi PKP yang Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha

e R
1 PM yang telah dikreditkan dan belum dimintakan pengembalian dapat dikreditkan dalam hal BKP

kdan/atau JKP danatau Barang KenaPajak Tidak Berwujud digunakan untuk kegiatan usaha yang baru )

4 )
PM yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembalian , wajib dibayar kembali ke kas negara

dalam hal BKPdan/atau JKPdan/atau BKPTidak Berwujud tidak digunakan untuk kegiatan usaha yang baru
Y

N

PM yang telah dikreditkan dan belum dimintakan pengembalian menjadi tidak dapat dikreditkan dalam
3 hal BKPdan/atau JKPdan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tidak digunakan untuk kegiatan usaha

angbaru e,
\y J .
: yang harus :
: dilakukan

-----------------------

L
*

menjadi tidak dapat dikreditkan

‘ melakukan pembetulan SPT Masa PPN dalam hal Pajak Masukan

DASAR HUKUM Pasal57 PMK-18/2021
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Penyerahan

Perlakuan Pajak Masukan Yang Menjadi Tidak Dapat Dikreditkan

2 \

tidak dapat dikompensasikan ke Masa
Pajak berikutnya dan tidak dapat
diajukan permohonan pengemballan

wajib dibayar kembali ke kas NEGARA

------------------------------

-------------------------------

* L4
-----------------------------

belum dimintakan
pengembalian

telah menerima :J ----------------- (telah mengkreditkan
pengembalian jdan/ atau : p\ dengan PK

PK atas kegiatan yang
termasuk dalam kriteria
Belum Melakukan
Penyerahan

Contoh kasustercantum dalam Lampiran XIV



Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan

Penyerahan

tﬁ Saat Terutang PM yang wajib dibayar
2] kembali

v

Saatjangka waktu tertentu (3 tahun, 5 tahun, atau
6 tahun) berakhir

atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak

[Saat tanggal pembubaran (pengakhiran ) usaha
(usaha

Saat Masa Pajak dilakukannya perubahan kegiatan J

DASAR HUKUM Pasal59 PMK-18/2021

j: Jatuh Tempo Pembayaran
v— Kembali PM

v

|

akhir bulan berikutnya setelah tanggal

berakhirnya jangka waktu tertentu (3 tahun)
J

-
akhir bulan berikutnya setelah tanggal

berakhirnya jangka waktu tertentu bagi
sektor usaha tertentu (5 tahun/ 6 tahun)

Vs

akhir bulan berikutnya setelah tanggal
pembubaran  (pengakhiran ) usaha atau
pencabutan Pengusaha Kena Pajak )

-

akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak
dilakukannya perubahan kegiatan usaha

J

Contoh kasustercantum dalam Lampiran XIV

53
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Penyerahan

Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¥Y—| i menggunakan Surat Setoran Pajak dengan mencantumkan keterangan "Pembayaran kembali
v — Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian” .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar atas pembayaran kembali Pajak Masukan, tidak dapat
E : dikreditkan sebagai PajakMasukan :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Pembayaran kembali Pajak Masukan menggunakan Kode Jenis Pajak (KJP) 411219 untuk jenis
pajak PPN Lainnyadan Kode JenisSetor (KJS) 100 untuk pembayaran PPNterutang Lainnya :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contoh kasustercantum dalam Lampiran XIV
DASAR HUKUM Pasal59 PMK-18/2021
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Penyerahan

Penetapan dan Sanksi-Sanksi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*

Terhadap PKP yang melakukan pembayaran kembali setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dikenai
: sanksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang -Undang KUP '

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETerhadap PKP yang tidak melakukan pembayaran kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan,é
: diterbitkan SKPKBdan dikenai sanksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang -Undang KUP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PM yang tercantum dalam SKPKBtidak termasuk dalam PM yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud
: dalam Pasal9 ayat (9c) Undang-Undang PPN :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DASAR HUKUM Pasal60 PMK-18/2021 —— www.pajak.go.id
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Penyerahan

Ketentuan Peralihan

V Terhadap PKP yangbelum penyerahan dan telah mengkreditkan PM, jangka waktu tertentu ditetapkan sesuaidengan
!  PMKini.

V Pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajaksebelum 2 November 2020 yang menyebabkan lebih bayar, ketentuan
:  pengembalian atas kelebihan PM dilakukan berdasarkan ketentuan dalam PMKini.

V Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara
: Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena
Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. :

DASAR HUKUM Pasalll0 ayat (1) dan ayat (2) sertaPasal118 PMK-18/2021
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Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan

yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat _
(5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN merupakan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan oleh PKPdalam suatu Masa Pajak

sejak Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP

% PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak N

PPN yang tercantum dalam dokumen

tertentu yang kedudukannya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
dipersamakan dengan Faktur Pajak undangan di bidang perpajakan.
yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat

(6) dan ayat (9) Undang-Undang PPN J

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP
namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahandan/atau ekspordimaksud, Pajak Masukan
dalam MasaPajak dimaksud dapat dikreditkan oleh PKP

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan .

e ———————

__________________________________________________________________________________________________________________________________

DASAR HUKUM Pasal62 PMK-18/2021
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Pengkreditan Pajak Masukan pada
Masa Pajak Tidak Sama

N ILUSTRASI
é DAPAT DIKREDITKAN OLEHPKP PADA
FAKTUR PAJAK
tertanggal 29/03/2021 @ @
: ATAU . ATAU
I I
MASA PAJAK MASA PAJAK
MARET APRIL

perundang -undangan di bidang perpajakan.

ADASAR HUKUM Pasal63 PMK-18/2021
A Contoh kasustercantum dalam LAMPIRAN XV PMK-18/2021

o

| ATAU

MASA PAJAK
MEI

o

MASA PAJAK
JUNI

il

Pengkreditan Pajak Masukan atas PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut dapat dilakukan melalui
penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN sepanjang Pajak Masukan belum dibebankan sebagai biaya atau
belum ditambahkan (dikapitalisasi ) dalam harga perolehan BKP atau JKP, dan sesuaidengan ketentuan peraturan

58
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Pengkreditan Pajak Masukan atas PPN yang Tercantum dalam

Faktur Pajak yang Dibuat dengan Mencantumkan NIK Pembel >

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang dibuat dengan
%8 mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP berupa
nama, alamat, dan nomor Iinduk kependudukan bagi subjek
pajak dalam negeri orang pribadi merupakan Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima

JKP

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang
perpajakan .

ADASAR HUKUM Pasal64 PMK-18/2021
A Contoh kasustercantum dalam LAMPIRAN XVI PMK-18/2021
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2018 2019 2020 Sejak UU Cika
pengusaha seharusnya dikukuhkan @
! sebagai PKP I l PEDOMAN
Pajak Masukan atas PENGKREDITAN
perolehan dan/atau
: SRR PAbJAK MASUKAN
Penausaha sebelum pengusaha sebesar
g PKP dikukuhkan
Telah menyerahkan bagai PKP dapat 800/
Mendaftarkan BKP/JKP > Rp4,8M Pengusahadikukuhkan karzgﬁkan ?)Ilojh 0
NPWP (sesuai PMK-197) sebagai PKP dari Pajak Keluaran

» PKP menggunakan
Namun belum dikukuhkan PKP yang seharusnya
dipungut oleh PKP

DENGAN KETENTUAN

(0]

(0]

DASAR HUKUM Pasal65 dan Pasal66 PMK-18/2021

Masa Pajak sebelum pengusahadikukuhkan sebagai PKPyaitu Masa Pajaksebelum tanggal pengukuhan PKP

Berlaku untuk mekanisme self assessment dengan cara dengan melaporkan SPT Masa PPN 1111 atau SPT Masa PPN 1111 DM dan berlaku untuk
mekanisme official assessment (pemeriksaan atau pengukuhan PKPsecarajabatan).

PKP tidak dapat menggunakan nilai lain (misalnya jasa biro pariwisata) atau pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan (misalnya
penyerahan kendaraan bermotor bekas) untuk periode sebelum pengusahadikukuhkan sebagai PKP

Pajak Keluaranyang seharusnyadipungut sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKPterhitung sejak pengusaha seharusnyadikukuhkan PKPdan dihitung
dengan menggunakan DPP Harga Jual atau Penggantian .

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas perolehan BKPdan/atau
JKPsebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan .

I WWWpaJaI(QOId
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PETUNJUK PENGISIAN SPT

sd. § _ Contoh Kasus

PT Ddikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 April 2020 .
Periode tahun buku PT Dadalah Januari s.d. Desember. PT D
seharusnyawajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai PKP pada Masa Pajak Agustus 2018. PT Ddapat
oenyerahan BKP dan/ atau JKP untuk periode tahun mengkr_editkan Pajak Masukan sebelum PT Ddikukuhkqn
sebagai PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan

buku yang bersangkutan; atau Pajak Masukan sebesar80% dari PajakKeluaranyang

b. Masa Pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan seharusnyadipungut sejak Masa Pajak Agustus 2018.
sebagai PKP dalam tahun buku saat Pengusaha

dikukuhkan sebagai PKP, yang meliputi PajakKeluaran o _

atas penyerahan BKPdan/ atau JKPsebelum Pengusaha Pengisiankolom masa pajak dalam SPT Masa PPNPT D:
dikukuhkan sebagai PKP untuk periode tahun buku a. untuk MasaPajak Agustus s.d. Desember 2018, diisi
yang bersangkutan. dengan 12 s.d. 12 6 2018;

b. untuk Masa PajakJanuari s.d. Desember 2019, diisi
dengan 12 s.d. 12 - 2019; dan

A DASAR HUKUM Pasal65 dan Pasal66 PMK-18/2021 c. untuk MasaPajakJanuari s.d. April 2020 , diisi dengan 03

A Petunjuk penyampaian SPT dancontoh kasustercantum dalam s.d. 03 0 2020.
LAMPIRAN XVII PMK-18/2021

Kolom masa Pajak:
Diisi dengan:
a. Masa Pajak terakhir dalam suatu tahun buku

sebelum tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan
sebagai PKP, yang meliputi Pajak Keluaran atas

www.pajak.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SPT

SPT MASA PPN 1111 SPT MASA PPN 1111 DM

a. Pajak Keluaran dilaporkan secara digunggung pada a. Memberikan tanda silang (X) pada opsi []Berdasarkan Kegiatan Usaha.
Formulir 1111 AB bagian 1.B.2 Penyerahan Dalam b. Bagianl Penyerahan Barang dan Jasa
Negeri dengan Faktur Pajakyang Digunggung . 1) Bagian |.A Penyerahan Barang diisi dengan jumlah seluruh penyerahan barang
b. Pajak Masukan dilaporkan pada Formulir 1111 AB dikurangi dengan retur
bagian [lII.B.3 Hasil Penghitungan Kembali Pajak 2) Bagian I.B Penyerahan Jasa diisi dengan jumlah seluruh penyerahan jasa dikurangi
Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah dengan pembatalan jasa
(pengurang) Pajak Masukan, sebesar 80% dari Pajak 3) Bagian 1.CJumlah (I.A+ 1.B) diisi dengan jumlah penyerahan barang dan jasadari
Keluaran sebagaimanadimaksud pada huruf a. bagian |.A+ |.B

c. Bagianll Penghitungan PPN Kurang Bayar/ Lebih Bayar:
1) Bagianll.A Pajak Keluaran
a) Bagianll.A.1 Penyerahan Barang = 10% x jumlah pada I.A
b) Bagianll.A.2 Penyerahan Jasa= 10% x jumlah pada I.B

c) Bagian II.A.3 Jumlah (II.A.1 + II.A.2) diisi dengan jumlah Pajak Keluaran dari
bagian ILA.1 + 11LA.2.

2) Bagianll.C Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
a) Bagian11.C.1 Penyerahan Barang = 80 % x jumlah pada Il.A.1

b) Bagian11.C.2 Penyerahan Jasa= 80 % x jumlah pada II.A.2
A DASAR HUKUM Pasal65 dan Pasal66 PMK-18/2021 c) Bagian 11.C.3 Jumlah (11.C.1 + 11.C.2) Diisi dengan jumlah Pajak Masukan

A Petunjuk penyampaian SPT dancontoh kasustercantum yang dapat dikreditkan dari bagian II.C.1 + 11.C.2.
dalam LAMPIRAN XVII PMK-18/2021
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KETENTUAN PERALIHAN

PKP dapat mengajukan pengurangan atas jumlah pajak yang tercantum dalam surat
ketetapan pajak sebagaimanadiatur dalam Pasal36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP atas
surat ketetapan pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan
berlakunya Peraturan Menteri ini atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha

dikukuhkan sebagai PKP dengan ketentuan:

a. hasil pemeriksaan tidak memperhitungkan Pajak Masukan dengan menggunakan
pedoman pengkreditan PajakMasukan; dan

b. PKPtidak menyetujui hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada huruf a.

DASAR HUKUM Pasal110 ayat (3) PMK 18/2021
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Pengkreditan Pajak Masukan yang Diberitahukan dan/ atau Ditemukan 6
pada Waktu Dilakukan Pemeriksaan

DIBERITAHUKAN DITEMUKAN

Dalam hal DJP menemukan dokumen * yang
belum dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa

: PKPmemberitahukan kepada DJP atas Pajak Masukan DAN/
Fiskus m\

yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan
memperlihatkan dan/ atau meminjamkan dokumen * ATAU
MNP scsuaiketentuan PMK Nomor 17 Tahun 2013

*dokumen berupa:
1. Faktur Pajak dan/atau

2. dokumen tertentu,
yang tidak dilaporkan dalam SPTMasa PPN

l

dilakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan diperhitungkan dalam ketetapan
pajak yang akan diterbitkan

DENGAN KETENTUAN

A PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan

A Pengkreditan PajakMasukan hanya dilakukan saat pemeriksaan berlangsung sepanjang SPHPbelum disampaikan ke PKP

A DASAR HUKUM Pasal67 PMK-18/2021
A Contoh kasustercantum dalam LAMPIRAN XVIII PMK-18/2021
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Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditaginh dengan Ketetapan Pajak 65

Pajak Masukan atas perolehan , impor , serta pemanfaatan , yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak,
dapat dikreditkan oleh PKPsebesarjumlah pokok pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak

DENGAN KETENTUAN

0)
0]

PKPmenyetujui hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak

Pelunasan dilakukan sejak UU Cika mulai berlaku dengan menggunakan SSP (BPN)atau sarana lain yang dipersamakan dengan SSP (Pbk

atau SP2D/BPN atas kompensasi utang pajak)
Yang dikreditkan hanya pokok SKP

Tidak dilakukan upaya hukum (keberatan , Pasal 36 UU KUP, atau peninjauan kembali ), termasuk upaya hukum yaitu gugatan
Pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan.

Dilampiri dengan seluruh

Ketetapan pajak meliputi :
o BPN dengan mencantumkan NTPN;

1. SKPat lehan BKP/JKP; _
_ SKPthz ﬁﬁ;%re SEP 0 Bukti Pbk (PMK-242); dan/atau

2
3. SKPatas pemanfaatan JKP; atau o SP2D atau BPN atas kompensasi utang
4

|

|

|

|

|

. SKPatas pemanfaatan BKP TB pajak (PMK-244) I
atas pelunasan SKP l

|
|
|
|

Dokumen Tertentu yang kedudukannya
MERUPAKAN dipersamakan dengan Faktur Pajak

DASAR HUKUM Pasal68 PMK-18/2021

CARA PENGKREDITAN
PAJAK MASUKAN

PKPmelaporkan dokumen tertentu
dalam SPT Masa PPNesuaidengan
Masa Pajak pelunasan terakhir

atau 3 Masa Pajak setelah pelunasan
terakhir

www.pajak.go.id
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ILUSTRASI
alam's
DAPAT DIKREDITKANOLEHPKPPADA %
PELUNASAN TERAKHIR
PADA TANGGAL © @
15/01/2021 | |
. ATAU |, ATAU |, ATAU
l l l l
MASA PAJAK  MASA PAJAK MASA PAJAK  MASA PAJAK
JAN 2021 FEB 2021 MAR 2021 APRIL 2021

PETUNJUK PENGISIAN SPT

1. Untuk ketetapan pajak yang terkait dengan impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilaporkan dalam Formulir 1111
B1l. Apabila pelaporan dalam Formulir 1111 Bl dimaksud belum dapat dilakukan pada aplikasi yang disediakan dan/atau
ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Pajak Masukan dilaporkan dalam Formulir 1111 B2.

2. Untuk ketetapan pajak yang terkait dengan perolehan BKP dan/ atau JKP, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilaporkan
dalam Formulir 1111 B2.

3. Dalam hal Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkan , PajakMasukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dilaporkan dalam Formulir 1111 B3.

A DASAR HUKUM Pasal68 PMK-18/2021
A Petunjuk penyampaian SPT dancontoh kasustercantum dalam LAMPIRAN XIX PMK-18/2021

www.pajak.go.id



Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditaginh dengan Ketetapan Pajak 67

KETENTUAN PERALIHAN

Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/ atau JKP,impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak
berwujud dan/atau pemanfaatan JKPdari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang
ditagih dengan ketetapan pajak yang diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020 dapat
dikreditkan oleh PKPsepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (1)* dan jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi
sebagaimanatercantum dalam ketetapan pajak telah dilunasi sejak tanggal 2 November 2020.

*Pasal 68 ayat (1):

a. ketetapan pajak dimaksud merupakan SKPyang diterbitkan hanya untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan BKPdan/atau JKP,
impor BKP,serta pemanfaatan BKPtidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKPdari luar Daerah Pabeandi dalam Daerah Pabean

b. PKPmenyetujui seluruh hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak;

c. jumlah PPNyang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi sebagaimanatercantum dalam ketetapan pajak telah dilakukan
pelunasan ;

d. tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak; dan

e. sesuaidengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan.

DASAR HUKUM Pasal110 ayat (4) PMK-18/2021
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Saat Penyerahan

Iﬁl

KONSINYASI
yaitu

a. consignormenitipkan BKPkepada
consignee DAN

b. consigneemenyerahkan BKP yang
dititipkan sebagaimanadimaksud pada
huruf a kepada pembeli BKPdimaksud.

DASAR HUKUM Pasall7A PR 1/2012 stdd PP-9/2021

68

KONSINYASI

Saat Penyerahan bagi pemili k barang (consignor ):

Padasaat harga atas penyerahan BKPdiakui sebagai piutang atau penghasilan,
atau pada saatditerbitkan faktur penjualan oleh PKPconsignor, sesuaidengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secarakonsisten.

Saat Penyerahan bagi penerima barang (consignee):

Padasaat

A BKPberwujud tersebut diserahkan secaralangsung kepada pembeli atau
pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;

A BKPberwujud tersebut diserahkan secaralangsung kepada penerima
barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan
dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;

A BKPberwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa
angkutan; atau

A harga atas penyerahan BKPdiakui sebagai piutang atau penghasilan, atau
pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKPconsignee sesuaidengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secarakonsisten.

www.pajak.go.id



Saat Penyerahan 69

INBRENG YANG TIDAK TERUTANG PPN INBRENG
Saat penyerahan atas pengalihan BKPuntuk tujuan setoran
sebagaimanadimaksud dalam Pasal1A modal pengganti saham yang tidak memenuhi ketentuan
syl () el o DhissighOlherig PN Pasal 1A ayat (2) huruf d UndangUndang PPN pada saat
meliputi pengalihan BKPuntuk tujuan
setoran  modal  kepada  badan pengalihan BKPuntuk
sebagaimana dimaksud  dalam tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana

Undang -Undang PPN. ]
dimaksud Pasal5A yang tertuang dalam

pengalihan BKPuntuk tujuan setoran modal; atau

Pasall angka 13 Undang-Undang PPN

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mengenai pengalihan BKPuntuk
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana

tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, . )

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik dimaksud Pasal5A oleh notaris.

negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan
perkumpulan, yayasan, organisasi massa organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usahatetap.

DASAR HUKUM Pasal5A dan Pasal17 ayat (3) huruf e PR1/2012 stdd PP-9/2021
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Saat Pembuatan Faktur Pajak

Faktur Pajakwajib dibuat oleh PKP padasaat
A PenyerahanBKP;

A PenyerahanJKP;

A Ekspor BKPBerwujud:;

A Ekspor BKPTidak Berwujud:;

A EksporJKP;atau

A PenyerahanBKPsecarakonsinyasi

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) PPNomor 1 Tahun 2012 mengenai pengecualian
kewajiban pembuatan Faktur Pajakuntuk BKP/JKRuntuk
DIHAPUS.

DASAR HUKUM Pasal19 ayat (1) PR1/2012 stdd PP-9/2021

/70
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Keterangan dalam Faktur Pajak 71

KETERANGAN YANG HARUS DICANTUMKAN DALAM FAKTUR PAJAK
a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKBKP
b. identitas pembeli BKPatau penerima JKPyang meliputi:
1) nama, alamat, danNPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;

2) nama, alamat, danNPWP atau NIK , bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3) nama, alamat, dannomor paspor , bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau

4) nama dan alamat , bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 UU PPh

jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
PPN yang dipungut;

PPnBMyang dipungut;

kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan i
nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. w

Q@ ™o oo

NIK mempunyai kedudukan yang sama
dengan NPWP dalam rangka pembuatan
Faktur Pajak danpengkreditan Pajak Masukan.

DASAR HUKUM

Pasal19A PR1/2012 stdd PP-9/2021 dan
Pasal72 PMK-18/2021

www.pajak.go.id



Keterangan dalam Faktur Pajak 72

PERALIHAN

Padasaat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 mulai berlaku, PKP selain
PKP pedagang eceran yang membuat Faktur Pajaktanpa mencantumkan

identitas pembeli BKP/penerima JKP sebagaimanadimaksud dalam Pasall3 ayat
(5) huruf b Undang-Undang PPNsampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah PP
Nomor 9 Tahun 2021 mulai berlaku, tidak dikenai sanksi administratif
sebagaimanadimaksud dalam Pasall4 ayat (4) Undang-Undang KUP.

memberikan kepastian hukum dan waktu bagi PKPuntuk melakukan penyesuaian

DASAR HUKUM Pasal8 PP-1/2012 stdd PP-9/2021
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Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

FAKTURPAJAK:
A berbentuk elektronik :

A dibuat menggunakan aplikasi atau sistem
yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP;
DAN

A dicantumkan tanda tangan elektronik

/3

KECUALI

Faktur Pajak atas:

a. penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri
(VAT Refund);

b. penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/JKP dengan karakteristik
konsumen akhir (Eceran); dan

c. penyerahan BKH JKPdan/atau ekspor BKR BKPtidak berwujud/JKP
yang bukti pemungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang
kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Dokumen
Tertentu) ,

A dibuat sesuai dengan peraturan terkait

DASAR HUKUM Pasal73 PMK-18/2021 ———

www.pajak.go.id



Faktur Pajak Berbentuk Elektronik 74

FAKTUR PAJAK:

Wajib diunggah menggunakan aplikasi atau sistem
yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP untuk
mendapatkan persetujuan DJP.

Faktur Pajak yangtidak mendapatkan persetujuan DJP

A bukan Faktur Pajak

Faktur penjualan yang mencantumkan keterangan lengkap
dan diunggah menggunakan aplikasi atau sistem yang
disediakan dan/atau ditentukan olen DJP dan memperoleh
persetujuan DJP

A termasuk dalam pengertian Faktur Pajak

DASAR HUKUM Pasal74 dan Pasal 75 PMK-18/2021
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Ketentuan Penutup 75

Mencabut PMK Nomor 151/PMK.03/2013

tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan
atau Penggantian Faktur Pajak

DASAR HUKUM Pasal118 huruf a PMK-18/2021

www.pajak.go.id



Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran 76
A PKP yang melakukan penyerahan BKP danAtau JKPkepada
Penyerahan pembeli BKP danatau penerima JKPdengan karakteristik
Bukan konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui Perdagangan
PKP Konsumen Akhir Melalui Sistem Elektronik , merupakan
fr— S oror o] dapat membuat Faktur Pajaksecara
- -T:J BKP/JKP -T:J eceran (tanpa identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan i

termasuk melalui PMSE

BKP/JKP
termasuk melalui PMSE Konsumen
Akhir*

KarakteristikKonsumenAkhir:

a. pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara
langsung barang dan/atau jasayang dibeli atau diterima; dan

pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan

atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli untuk
kegiatan usaha.

DASAR HUKUM Pasal20 ayat (1) PR1/2012 stdd PP-9/2021, Pasal 79 dan
Pasal80 PMK-18/2021

yang berhak menandatangani Faktur Pajak)

A Faktur Pajaktersebut dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan,
segicash register karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau

S __ _ Ut
—) I pembayaran lain yang sejenis

Termasuk PKP yang melakukan:
A pemakaian sendiri BKPdan/atau JKP dan <

A pemberian cuma-cuma atas BKP
dan/atau JKPkepada Konsumen Akhir .

Kriteria Pedagang Eceran yang sebelumnyadiatur
dalam Pasal20 ayat (2) dan ayat (3) PP 1Tahun 2012
DIHAPUS

www.pajak.go.id



Faktur Pajak PKP Pedagang Eceran

PENGECUALIAN

PKPPedagang Eceranyang melakukan

penyerahan kepada
Konsumen Akhir wajib membuat Faktur
Pajak lengkap (e-Faktur)

DASAR HUKUM Pasal81 PMK-18/2021

|

PENYERAHAN BKP

angkutan darat: kendaraan
bermotor

angkutan air: kapal pesiar, kapal
ekskursi, kapal feri, yacht

angkutan udara: pesawat

terbang, helikopter, balon udara

tanah dan/atau bangunan
Senjata api dan
peluru senjata api

77
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Pemungutan PPN Perdagangan Eceran Melalui o
Pihak Ketiga

PPN, oleh PKP yangnelakukan penyerahan BKP danatau JKPkepada pembeli BKP

. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan
dan/atau penerima JKPdengan karakteristik konsumen akhir

, diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk memberikan kemudahan administrasi PPN bagi PKPPedagangEceran

DASAR HUKUM Pasal20 ayat (4) PR1/2012 stdd PP-9/2021
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PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG =
CIPTA KERJA DI BIDANG A .
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN =

www.pajak.go.id



Nomor PMK

PMK-18

Jumlah

Pasal

Overview Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Cipta Kerja di Bidang KUP |80

Amanah
Uu

PMK 226/PMK.03/2013
stdtd PMK
65/PMK.03/2018

PMK 242/PMK.03/2014

PMK 243/PMK.03/2014
stdd PMK
9/PMK.03/2018

PMK 17 PMK.03/2013
stdd PMK
184/PMK.03/2015

PMK 145/PMK.03/2012
stdd PMK
183/PMK.03/2015

PMK 239/PMK.03/2014

PMK 55/PMK.03/2016

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN
BUNGA

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN

TATA CARA PEMERIKSAAN

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN
SURAT TAGIHAN PAJAK

TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK
PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK
KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal83-102

Pasal103

Pasal104

Pasal105

Pasal106

Pasal107

Pasal108

20 Pasal

8 Pasal

2 Pasal

19 Pasal

16 Pasal

8 Pasal

3 Pasal

Penggantian

Perubahan

Perubahan

Perubahan

Perubahan

Perubahan

Perubahan

Pasal27B ayat
(8)

Pasal9 ayat
(3a) dan Pasal
9 ayat (4)

Pasal3 ayat
(6), Pasal4
ayat (5)

Pasal
17Bayat (1a)

Pasall3 ayat
(6), Pasall4
ayat (6), Pasal
15 ayat (5)

Pasal43A ayat
4)

Pasal44B ayat
3)

www.pajak.go.id



Overview Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Cipta Kerja di Bidang KUP

NO
1

MATERI KETENTUAN

Tata Cara Pemberian Imbalan
Bunga

Tata Cara Pembayaran dan
Penyetoran Pajak
Pasal 103 PMK-18

Surat Pemberitahuan (SPT)
Pasal 104 PMK-18

Tata CaraPemeriksaan
Pasal 105 PMK-18

Pasal 6 PP-9
Pasal45A PP-74

Pasal8, 14
PP-74

PMK-18

Pasal83 s.d.
Pasal102

Perubahan
PMK-242
Pasal7, 14,
21, 22, 23, 25,
30

Perubahan
PMK-243
Pasal20

Perubahan
PMK-17
Pasal 4, 5, 11,
13, 15, 17, 21,
21A, 22, 41,
42,43, 61, 62,
64, 65, 66

ook wWDdDPRE

N

1)
2)
3)

4)
5)

81

=)

Penyesuaianruang lingkup dan tata cara penghitungan pemberian imbalan bunga
Penegasanmaksud tanggal penerbitan putusan Banding/Peninjauan Kembali
Pengaturan tata cara penyampaian permohonan imbalan bunga scr tertulis/elektronik
Pengaturan jangka waktu penerbitan SKPIBatau pemberitahuan SKPIBtidak diterbitkan
Penegasanterkait validasi pemotongan SPMIBoleh DJPb

Penegasan kurs penerbitan SKPIB,untuk imbalan bunga terkait pajak yang terutang
dalam Dolar Amerika Serikat

Penerbitan STPuntuk menagih kembali IB yang seharusnyatidak diberikan.

Penyesuaian format dokumen terkait prosedur pemberian imbalan bunga sesuai UU
KUPstdtd UU Cipta Kerja.

Pengaturan kurs Menteri Keuanganyang digunakan saat kompensasi ke utang pajak
Relaksasijangka waktu pengajuan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak
Perubahan syarat jaminan dalam permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran
pajak

Lamanyapengangsuran atau penundaan pembayaran pajak

Penyesuaiansanksiatas pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak

Penurunan sanksikarena pembetulan SPTMasa dan SPTTahunan

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Mengubah frasa dketerangan | a idanmpak dari perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf a
dan ¢ UU KUPstdtd UU Cipta Kerja

Penambahanruang lingkup pemeriksaan

Penyesuaianketentuan pemeriksaan akibat dihapusnya Pasal13A UU KUP
Perubahandari sanksipengungkapan ketidakbenaran

Penyesuaianketentuan pemeriksaan akibat dihapusnya Pasall3 ayat (5) dan 15 ayat (4)
Pemeriksaanyang ditangguhkan akibat dilakukannya pemeriksaan

www.pajak.go.id



Overview Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang KUP

NO | MATERI KETENTUAN | Pasal6 PP-9 | PMK-18

o

Tata Cara Penerbitan SKP
dan STP
Pasal 106 PMK-18

Tata Cara Pemeriksaan
Bukti Permulaan
Pasal 107 PMK-18

Pasal 14 15, dan
63B
PP-74

Pasal7, 9, 60
PP-74

Perubahan
PMK-145
Pasal2, 3,

4,4A,5, 7,
8, 12A, 13,

14A

Perubahan
PMK-239
Pasal2, 5,
15, 21A, 23,
25, 30, 65,
66

1)
2)
3)
4)

5)
6)

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)Pembayaran yang tidak memenuhi

82
KET

Penghapusan pengaturan penerbitan surat ketetapan pajak setelah WP dipidana di bidang
perpajakan

Penyesuaian ruang lingkup penerbitan SKPKB terhadap PKP yang tidak melakukan
penyerahan BKPdan/atau JKPdan/atau ekspor BKPdan/atau JKP

PenyesuaianPenerbitan SKPLBatas ketentuan Pasal17B ayat (4) UU KUP stdtd UU Cipta
Kerja

Penyesuaianpenerbitan STPuntuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnyatidak
diberikan kepada WP

Pengaturan daluwarsapenerbitan STP

Pengaturan penerbitan, penandatanganan, dan penyampaian SKP dan/atau STP secara
elektronik

Pemeriksaanyang ditangguhkan akibat dilakukannya pemeriksaan Bukper
Menghapus ketentuan penerbitan SKPKBPasal13A UU KUPstdtd UU Cipta Kerja
Jangkawaktu perpanjangan pemeriksaanbukti permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dapat dilakukan meskipun telah melewati Daluwarsa
Penetapanatau diterbitkan SKP

Menambah alternatif carapenyampaian surat pemberitahuan Bukper

ruang lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan Pengungkapan Ketidakbenaran
Perbuatan.

Sanksi administrasi berupa denda dalam pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diubah
menjadi 100%.

Pembayaran jumlah pajak yang sebenarnyaterutang dan sanksiadministrasinya merupakan
pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Format 0 S u Pemberitahuan6dalam Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan.

ketentuan tetap dapat diperhitungkan sebagai
pengurang kerugian pada pendapatan negara.

11)pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan

www.pajak.go.id



Overview Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Cipta Kerja di Bidang KUP 83

NO | MATERI KETENTUAN | Pasal6 PP-9 | PMK-18

-

10

Permintaan Penghentian
Penyidikan
Pasal 108 PMK-18

Pembukuan sederhana dan
pencatatan.

Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan

Tata Cara Pemenuhan
Kewajiban SecaraElektronik

Pasal62
PP-74

Pasal10A
PP-74

Pasal12
PP-74

Pasal63A, 63B
PP-74

Perubahan
PMK-55
Pasal3

=)

Penurunan sanksi penghentian Penyidikan yg semula 4x menjadi 3x dari jumlah pajak
yg tidak/kurang dibayar/yg tidak seharusnyadikembalikan